GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1790 TAHUN 2017

TENTANG

- PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH

YANG TERLETAK DI DESA CIANGIR, KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI

- BANTEN KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN
- HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

' Menimbang

Mengingat

a. - bahwa sesuai surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan -

1.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 14 Juli 2017 Nomor PAS.PR.01.02-10
telah dimohonkan izin pemanfaatan lahan di Kawasan
Ciangir Kabupaten Tangerang;

bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh
Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota
Dinas Nomor 2013/1.711 tanggal 23 Agustus 2017 hal
Permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa
tanah yang terletak di Desa Ciangir, Kabupaten Tangerang,

- Provinsi Banten oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dimaksud dalam bentuk pinjam pakai dapat
dipertimbangkan; ‘ _ '

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib-
administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, pelu
menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan
Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang
terletak di Desa Ciangir, Kabupaten Tangerang, Provinsi
Banten kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang -
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indon_.f;sia;



Menetapkan

KESATU .

' KEDUA

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015; _ '

-4, Peraturén Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

S." Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; ‘

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
‘tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan’
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
. tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 . tentang
Pengelolaan Barang Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; '

"10. Peraturan Daerah Nbfnor 12 Tahun 2014 tentang

Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang .
- Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN -

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PINJAM
PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG -
TERLETAK DI DESA CIANGIR, KABUPATEN TANGERANG,
PROVINSI BANTEN ' KEPADA DIREKTORAT JENDERAL
PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah

- yang terletak di Desa Ciangir, Kabupaten Tangerang, Provinsi

Banten kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
merupakan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta yang tercatat dalam buku inventaris
barang milik daerah dengan data sebagai berikut : :



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

" Luas tanah keseluruhan i 944.065 m? (lebih kurang

' ' sembilan ratus empat puluh -
empat ribu enam puluh lima
meter persegi)

" Luas tanah yang di ijam Pakai :+ 300.000 m?2 (lebih kurang
o tiga ratus ribu meter persegi)

- Nomor Barang ~:11.09.0.16.02.00.00.00.000.1997

01.01.01.01.999.00001

Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan ketentuan
sebagai berikut :

a. Pemanfaatan Bérang Milik Daerah diberikan dalam bentuk
pinjam pakai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

" b. Blaya perawatan, pemeliharaan, kebersman dan pemagaran

tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
menjadi beban dan tanggung jawab Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak AsaS1
Manusia Republik Indonesia;

c. Pinjam pakai tanah dimaksud hanya untuk kegiatan
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tidak boleh
dialihkan kepada pihak lain, tidak boleh disewakan
dan/atau dikerjasamakan dengan pihak lain dan tidak
boleh dijaminkan hutang dengan dibebani hak tanggungan
dalam bentuk dan cara apapun; dan

d. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diwajibkan
‘mengembalikan tanah dimaksud pada diktum KESATU
setelah jangka waktu pinjam pakai sebagaimana dimaksud
pada huruf a diktum ini berakhir.

Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan
dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai yang dibuat antara

- Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 3 (tiga)
bulan terh1tung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan
Gubernur ni.

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Plnjam
Pakai sebagaimana dimaksud pada dlktum KEEMPAT belum

dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka

Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko
yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manus1a Republik Indones1a :



KEENAM Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
- Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian  Pinjam -
Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan
melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan
pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
pada d1ktum KESATU.

KE"I.‘UJ-UH. :  Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
padahtanggal 2 Oktober 2017
\\V\)& .
BERNUR :PROVINSI DAERAH KHUSUS .,
A \IBL{KOTA JAKARTA, ‘

O A
S AROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Kepala Biro Penataan Kota dan L1ngkungan Hidup

Setda Provinsi DKI Jakarta

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum
- dan Hak Asa31 Manusia Republik Indonesia
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